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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok 

Selatan adalah : 

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan Kabupaten Solok 

Selatan melibatkan pengawasan rutin dan insidental terhadap 

perusahaan dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Pengawasan 

dilakukan melalui inspeksi lapangan langsung dan penelaahan 

laporan dari perusahaan. 

b. Pengawasan ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan 

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen izin 

lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok 

Selatan adalah : 

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum 

memadai. 

b. Adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

perusahaan terhadap peraturan lingkungan. 
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c. Belum efektiv pengawasan dari dinas perumah, Kawasan 

permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 

Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah : 

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, 

optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk 

mendukung pengawasan. 

b. Meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga 

lingkungan melalui sosialisasi dan edukasi. 

c. Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan 

masyarakat juga ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam 

pengawasan lingkungan. 

B. Saran 

 
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulisan dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan upaya untuk 

menanggapi masalah keterbatasan pengawasan lingkungan hidup, agar 

terlaksanaya pengawasan terhadap usaha/kegiatan untuk menjaga 

lingkungan hidup yang bersih dan tidak adanya usaha/kegiatan yang 

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. 

2. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih tegas dalam melakukan 

pengawasan terhadap usaha/kegiatan. 
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3. Agar para pelaku usaha/kegiatan dapat meningkatkan kepedulian 

terhadap upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. 

4. Perlunya koordinasi antara pelaku usaha/kegiatan dengan pemerintah 

setempat agar mendapatkan arahan dan petunjuk yang baik dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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